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RAFLIS
Sekretaris DPRD Sumbar

BADAN Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI kem-
bali memberikan Opini
Wajar Tanpa Pengecua-
lian (WTP) murni tanpa
penekanan, terhadap La-
poran m Pemerin-
tah Daerah (LKPD) Provin-
si Sumatera Barat (Sum-
bar) tahun 2022. Ini sudah
yang ke 11 kalinya Pem-
prov Sumbar meraih Opi-
ni Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP) secara ber-
turat-turut.

Penyerahan dilakukan
melalui Rapat Paripurmna
DPRD Sumbar dengan
agenda Penyerahan La-

ran Hasil Pemeriksaan
(LHP) dari Badan Pemer-
iksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) atas
Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah (LKPD)
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022.
Penyampaian laporan
hasil pemeriksaan LHP

Penyerahan LHP atas t oleh P
BPK kepada Pemerintah Daerah  BPKkepada DPRD Sumbar melalui  Poto
melalui Gubernur Sumbar Mahyeldi.  Ketua DPRD Sumbar, Supardi.
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BPK tersebut diberikan
langsung anggota V BPK-
RI selaku pimpinan pe-
meriksaan keuangan ne-
gm V Ir. H. Ahmadi Noor
upit kepada Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sum-
bar. Yang diterima lang-
sung Gubernur Sumbar,
Mahyeldi Ansharullah,
saat Rapat Paripurna De-
wan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi
Sumbar, Jumat (19/5}).
Hadir menyaksikan pe-
nyerahan LHP BPK terse-
but, Ketua DPRD Provinsi
Sumbar, Supardi didam-
pingi Wakil Ketua Irsyad
Syafar dan Indra Datuak
Rajo Lelo. Dari pihak Pem-
prov dihadiri langsung |
Gubernur Mahyeldi bersa-
ma sejumlah pejabat uta-
ma di jajaran Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat.
Atas capaian tersebut,
Ketua DPRD Sumbar Su-
pardi yang memin:ipin
jalannya rapat persidan-
gan menyampaikan apre-
siasi terhadap capaian
tersebut.
“Keberhasilan peme-
rintah daerah meraih WTP
sebanyak 11 kali secara
berturut-turut, tentu tidak
terlepas dari dukungan
dan supervisi yang dilaku-
kan oleh Perwakilan BPK
Provinsi Sumatera Barat

kan beberapa permasala-
‘han dalam LKPD Pem-

~ mempengaruhi kewaja-
ran atas penyajian lapo-
an ki e

“masing-masing OPD,
hingga waktu palin ,,

rasa syukurnya atas opini

WTP y;\gnd]iteﬁma kem-

> Mahyeldi juga mengucap-

‘Selanjutnya pada ke- kan terima kasih kepada

 ini dapat kami  seluruh Kepala OPD be-

_ serta jajarannya. Dimana

_ atas kerja keras seluruh

_pihak secara bersama se-

 lama ini, Pemprov Sumbar

berhasil mempertahan-

};, dapat dipenuhi.

Penandatanganan _penyerahan berkas LHP atas LKPD oleh Kefiia DPRD Supardi,

pertahankan. “Untuk itu,
kami dari DPRD Provinsi
Sumatera Barat memberi-
kan apresiasi yang tinggi
kepada Gubernur dan ja-
jarannya yang telah cer-
mat dan profesional da-
lam pengelolaan keuan-
gan daerah,” lanjutnya.
Meski demikian, perlu
kita pahami bersama, bah-
‘wa capaian opini WIP ter-
hadap laporan keuangan
adalah merupakan hasil
penilaian atas bentuk pe-
nyajian laporan keuangan
daerah yang telah me-

penggunaan keuangan
daerah telah tepat sasa-
ran dan memberikan
manfaat terhadap pening-
katan kesejahteraan ma-
syarakat. Hal ini didukung
juga dengan pemeriksaan
yang dilakukan oleh BPK
hanya dalam bentuk sam-

‘atas prestasi tertinggi di
bidang pengelolaan ke-
uanga g diberikan
oleh BPK RI. Dimana kita
berhasil pes i

Hal ini diperlukan, un-
tuk mengetahui apakah
program, kegiatan dan

. 1 kalinya -
- rut-turut dari tahun 2012
dorong kepada Pemerin- sampa un 2022,” ung-
. tah Daerah untuk mem- kapnya, =
pel te:héda? beberapa anggaran yang dlbe]an;a, : be“mk Ti = Tg adap Pem,a]a.
OPD saja. - kan tersebut, felah dapat Pe - han yang ditemukan da-

Untuk masa yang akan . memberikan dampak dan  d lam pemeriksaan, menu-
datang, untuk lebih me- manfaat untuk kepentin- tut Mahyeldi, akan men-
mastikan keuangan dae-  gan masyarakat atou apa- jadi prioritas untuk segera
rah dan program yang di- kah program, kegiata dituntaskan. Dia memin-
lakukan, betul-betul mem-  dan anggaran yang dita- ta kepada Kepala OPD di
berikan' manfaat kepada

5 terkait, untuk dapat
segera menindaklanjuti
rekomendasi BPK yang
terdapat dalam LHP, baik

dalam bentuk administra-

mpung dalam terse- lingkungan Pemprov

terhadap Tata Kelola Ke- menuhi standar akuntan- masyarakat, maka kami  but, lebih banyék hanya tf maupun dalam bentuk Sumbar, agar tetap me-
uangan daerah di Peme- si pemerintah. _dari DPRD Provinsi Su-  digunakan untuk kepen-  pengembalian kerugian laksanakan tugas secara
rintah Provinsi Sumatera WTP, tidak jaminan tera Barat ong  tingan melayani birokrasi. - optimal dan selalu ber-

Barat,” ungkapnya :kfugpsan tg%erah. :
Menurutnya, ini meru- )
pakan sebuah prestasi

yang patutkita syukuri dan

adanya masalah atau ke-
lemahan dalam pengelo-
laan keuangan daerah,
dan juga bukan jaminan

BPK, tidak hanya dilakukan
pemeriksaan terhadap
‘kepatutan penyajian la-
poran Keuangan daerah,

Dalam hal opini BPK
terhadap LKPD adalah
WTP, maka pembahasan

oleh DPRD dilakukan da-

- pedoman kepada keten-
tuan peraturan Peran-

. ;iang—undangan,yang ber-
aku. : '

PRD Sumbar, Supardi
T Rapat Paripurna pe-
in LHP atas LKPD Pemprov

il Penandatanganan penyerahan
ama usai penyerahan berkas LHP ateis LKPD oleh BPK
berkas LHP atas LKPD. W s .



